
 

 

ASN Perbaiki Permohonan Ketentuan Ambang Batas Capres dalam Uji UU Pemilu 

 

Jakarta, 8 Februari 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua pengujian Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang akan digelar pada Selasa (8/2), pukul 09.00 WIB. 

Permohonan perkara nomor 7/PUU-XX/2022 yang dimohonkan oleh Ikhwan Masyur Situmeang. 

 

ASN yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) mengujikan Pasal 222 UU Pemilu yang dinilai 

membatasi jumlah calon presiden yang maju dalam Pemilu 2024. Pada sidang sebelumnya, Pemohon 

menyebutkan Pasal 222 UU Pemilu tidak memiliki konsistensi dengan Pasal 6A UUD 1945 karena dalam 

Pasal 6A UUD 1945 tidak disebutkan nominal persen ambang batas pencalonan presiden. Dalam Pasal 222 

memberlakukan presidential threshold sebagai ambang batas yang justru membatasi jumlah calon presiden. 

Sehingga struktur Pasal 222 tidak memiliki kekonsistensian dengan Pasal 6A UUD 1945. 

 

Dalam permohonannya, Pemohon juga mendalilkan Pasal 222 UU Pemilu justru berdampak pada tiadanya 

kesempatan masyarakat untuk menilai calon-calon pemimpin bangsa yang dihasilkan dari partai politik  

peserta pemilu nantinya. Menurut Pemohon pula, ketentuan ambang batas tersebut dapat mempengaruhi 

masa depan demokrasi dan membiarkan ketentuan tersebut berarti membiarkan diri tercengkeram politik 

oligarki. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan keberlakuan Pasal 

222 UU Pemilu. Pemohon juga meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan 

dengan UUD 1945. (TIR) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)   

http://www.mkri.id/

